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Hal . Percepatan Pemenuhan Tenaga Kesehatan

di RSU/RSUD Badan Layanan Umum (BLU/BLUD)
dalam Rangka Menghadapi Keadaan Darurat Pandemi Covid-19

Yth.

1. Direktur Utama RSUP/RS Khusus di Lingkungan Kementerian Kesehatan
2. Direktur RS Umum Daerah Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota

di

Tempat

Merujuk Surat Menteri Kesehatan kepada Menteri PANRB nomor:
KP.01.04/1V/1094/2020 tanggal 24 Maret 2020 perihal Dispensasi Pengadaan Tenaga
BLU di RS Vertikal di lingkungan Kementerian Kesehatan dan sambil menunggu
perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen
Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) serta memperhatikan keadaan
darurat terjadinya pandemi virus Covid-19, dengan ini kami beritahukan bahwa 32
(tiga puluh dua) Direktur Utama RSUP/RS Khusus di Lingkungan Kementerian
Kesehatan dan Direktur RSUD Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota yang termasuk
kategori Badan Layanan Umum (BLU) dapat melakukan percepatan pemenuhan
tenaga kesehatan Non ASN, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Jumlah dan jenis pegawai yang akan direkrut adalah tenaga kesehatan termasuk
tenaga teknis pendukung yang bukan tenaga administrasi disesuaikan dengan
kebutuhan/formasi dan kemampuan anggaran yang dimiliki oleh masing-masing
BLU;

2. Pelaksanaan seleksi dilakukan secepat mungkin dengan tetap memperhatikan
prinsip-prinsip keterbukaan, tidak terdapat unsur KKN, dan mengutamakan
kompetensi untuk masing-masing jabatan yang dibutuhkan;

3. Proses seleksi sampai dengan pengangkatan sebagai tenaga kesehatan non-
ASN dilaporkan kepada Menteri PANRB dan Kepala Badan Kepegawaian
Negara;

4. Besaran penghasilan yang akan diberikan kepada tenaga kesehatan non-ASN
dimaksud, disesuaikan dengan kebijakan masing-masing BLU; dan

5. Kebijakan ini berlaku sampai dengan pandemi virus Covid-19 dinyatakan selesai
secara resmi oleh Pemerintah.

Demikian kebijakan ini kami sampaikan, untuk menjadi perhatian dan dapat
dilaksanakan secara bertanggungjawab.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
Reformasi Birokrasi,
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Tembusan:

1. Presiden RI: Ual oS

2. Wakil Presiden RI;

3. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;

4. Menteri Sekretaris Negara;

5. Menteri Keuangan;

6. Menteri Kesehatan;

7. Kepala Badan Kepegawaian Negara; dan

8. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.



